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Tulisan ini mendeskripsikan undang-undang pidana yang mengatur tindak 
kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 
dengan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan hukum pidana Indonesia 
dengan hukum pidana Malaysia, hal ini menunjukkan peraturan hukum pidana 
tindak kekerasan terhadap anak, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta 
Kanak-kanak tahun 2001. Dengan mengkaji permasalahan pokok hukum pidana 
yaitu perbuatan dan sanksi pidana yang berkaitan dengan rumusan tindak 
kekerasan terhadap anak. Tujuan perbandingan ini untuk mengetahui perbedaan 
dan persamaan, kelemahan dan kelebihan serta permasalahan yang terjadi diantara 
Indonesia dan Malaysia.  




This paper describes the criminal law that regulates acts of violence against 
children. This study uses a normative juridical method with a comparative 
approach that is comparing Indonesian criminal law with Malaysian criminal law, 
this shows that the criminal law regulations for acts of violence against children, 
Indonesia are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection 
and in Malaysia are regulated in the Deed -kanak in 2001. By examining the main 
problems of criminal law, namely acts and criminal sanctions relating to the 
formulation of acts of violence against children. The purpose of this comparison is 
to find out the differences and similarities, weaknesses and advantages and 
problems that occur between Indonesia and Malaysia. 
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1. PENDAHULUAN 
Menurut R. A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 
dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 
sekitarnya”.1 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-
sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, 
ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di 
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rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi 
korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
2
 Pada era 
sekarang ini dikarenakan begitu lemahnya posisi anak di lingkungan baik itu 




 Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki latar belakang yang sama 
berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, namun memiliki pengaturan yang 
berbeda terkait tindak kekerasan terhadap anak, di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di 
Malaysia pengaturan mengenai kekerasan terhadap anak diatur dalam Akta 
Kanak-Kanak 2001. Pemilihan negara Malaysia sebagai kajian perbandingan 
didasarkan pada pertama, dari aspek geografis bahwa negara Malaysia berbatasan 
dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga; kedua, aspek 
hukum, (a) asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana sama 
dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan 
seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama; (b) sistem 
hukumnya bahwa Malaysia menganut sistem Anglo Saxon dan Indonesia sistem 
Civil Law, karena kedua negara memiliki sejarah berbeda. Meskipun demikian di 
era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena 
adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga 
hukum pun bergerak.
4
 Ketiga, bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang 
meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan penyediaan layanan kesehatan, 
pendidikan, dan jaminan sosial bagi anak, perlindungan terhadap anak dari situasi 
membahayakan.   
 Penulisan Kajian perbandingan hukum dengan fokus pembahasan 
permasalahan pokok pidana yaitu perbutan dan sanksi pidana.  Dilakukan secara 
spesifik untuk menemukan data hukum yang berlainan yang terefleksi dengan 
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teridentifikasinya faktor-faktor persamaan dan perbedaan dari data tersebut, atau 
lebih dari itu bertujuan secara luas untuk memahamkan fenomena hukum.
5
  Maka 
penulis akan melakukan penelitian guna penyusunan tugas mata kuliah 
Perbandingan Hukum Pidana  yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak: 
Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia”. 
2. METODE  
Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus 
pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Selain itu, 
penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.
6
 Dengan 
meggunakan pendekatan perbandingan comparative approach yaitu pendekatan 
yang dilakukan untuk nmembandingkan hukum suatu negara dengan hukum 
negara lain. Menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itulah, penulis 
menggunakan data sekunder sebagai data yang utama dalam menganalisis kasus 
yang penulis angkat dalam skripsi ini.
7
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Formulasi Perbuatan Kekerasan Terhadap Anak antara Hukum Pidana 
Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia 
Dalam pembahasan ini hanya terbatas ada substansi hukum, yaitu substansi 
hukum yang merupakan isi atau rumusan-rumusan yang ada dalam peraturan 
itu sendiri.
8
 dari hukum pidana substantive/materiil (selanjutnya disebut 
hukum pidana), yaitu dari sisi bentuk-bentuk kekerasa terhadap anak dan 
sanksi pidana.  
Berkaitan dengan perbedaan dan persamaan terkait perkembangan 
peraturan tentang anak antara Indonesia dan Malaysia yaitu  
Pertama, dilihat dari progresifitas hukum terhadap kepekaan 
permasalahan anak. Malaysia sudah mengatur tentang perlindungan anak 
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sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia sejak tahun 1979. Namun jika dilihat 
dari proses ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya 
pada tahun 1990 sedangkan Malaysia pada tahun 1994.  
Ketiga, mengenai badan khusus perlindungan anak, perbedaannya 
adalah bahwa negara Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional 
khusus untuk menangani permasalahan anak, tetapi Jabatan Kebajikan 
Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial, Suruhanjaya Hak 
Asasi Manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen 
Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan 
peradilan negara bagian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam 
perlindungan terhadap anak.
9
 Namun hal tersebut tentunya tidak ada lembaga 
yang fokus untuk melakukan pengawasan perlindungan anak dan tidak efektif 
dalam penyelenggaraan pengawasan. Sementara itu di Indonesia megenai 
badan khusus tersebut sudah terbentuk yaitu Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) pada tahun 2002 dan sebelumnya telah terbentuk Komisi 
Nasional Perlindungan Anak pada tahun 1998. 




















12 tahun  
 
Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan unsur 
tambahan “anak dalam kandungan”.  
Kedua, Akta Kanak-Kanak 2001 pada Seksyen 2 huruf (B) tertulis 
bahwa anak yang berkaitan dengan proses pidana (anak sebagai pelaku) di 
hubungkan pada pasal 82 Kanun Keseksaan (Akta 574), dimana dalam pasal 
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82 ini batas usia anak yaitu di bawah 12 tahun. Pada  Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tidak ada unsur batas usia anak dalam proses pidana, namun 
dalam KUHP Indonesia menyatakan yang dimaksud anak kaitannya dengan 
proses pidana adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. 
Berkaitan dengan rumusan tindak kekerasan terhadap anak negara 
Indonesia merumuskannya dalam Undang-undang Anak yaitu termuat pada 
pasal 76A, Pasal 76B Pasal 76C Pasal 76D Pasal 76E Pasal 76I Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan 
Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Malaysia terdapat pada Akta Kanak-
Kanak 2001 Bahagian V Kanak-Kanak Yang Memerlukan Pemeliharaan Dan 
Pelindungan Bab 1. Seksyen 17 (1)dan (2)  
Pertama, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk tindak 
kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 
yaitu 1) diskriminasi artinya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian 
materiil dan morill. dimana bentuk diskriminasi berdasarkan korban (anak) 
dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas dan; diskriminasi 
pada anak non disabilitas. 2) penelantaran artinya anak dibiarkan, 
menempatkan bahkan disuruh untuk berada pada situasi perlakuan salah. 3) 
Kekerasan seksual; dengan ancaman, paksaan, tipu muslihat pada anak untuk 
melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. 4) Eksploitasi artinya 
pemanfaatan dan pemberdayaan secara sewenang-wenang dan berlebihan. 
Dimana bentuk eksploitasi dibagi menjadi dua yaitu; eksploitasi ekonomi dan 
eksploitasi seksual. Sementara itu di negara Malaysia berdasarkan Akta 
Kanak-Kanak 2001 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu; 1) Kekerasan fisik, 
dengan adanya luka substansial yang terlihat pada tubuh anak. 2) Kekerasan 
emosi atau psikis, dengan adanya gangguan fungsi mental ditantdai dengan 
perilaku anak yaitu kecemasan, depresi, kecemasan, agitasi atau 
perkembangan lambat. 3) Kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual dibagi 
menjadi dua yaitu; pelecehan seksual dilakukan secara fisik kepada anak-anak 
secara langsung artinya anak sebagai peserta secara langsung dengan kontak 





vagina atau anus dan pelecehan seksual berlaku secara tidak langsung, yaitu 
melalui eksploitasi pornografi, mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau 
menampilkan alat kelamin untuk anak-anak dan menunjukkan aktivitas 
seksual kepada anak dengan foto, video dan media lain  
Kedua, dari aspek pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia 
berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 berlaku pada “setiap orang” artinya bisa 
dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga, tetapi pada lingkup keluarga 
peraturan di Indonesia mengaturnya pada Undang-Undang KDRT, dimana 
anak merupakan orang-orang yang berada pada rumah tangga. Sementara itu 
di Malaysia pelaku tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan akta kanak 
kanak 2001 lebih berpusat pada orang-orang yang berada pada lingkup rumah 
tangga yaitu ibu atau bapa atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga 
luasnya.  
Ketiga, di Indonesia beberapa pasal berkaitan tindak kekerasan terhadap 
anak tidak menjelaskan rumusan deliknya secara jelas seperti pada: pasal  76E  
yang tidak menunjukkan rumusan delik secara rinci terkait perbuatan cabul, 
tindakan ancaman dan tindakan memaksa. Pasal 76C tindak kekerasan 
terhadap anak masih dirumuskan secara arti luas dan tidak menjelaskan unsur-
unsurnya secara spesifik. Pasal 76I makna eksploitasi dalam konteks pasal ini 
antara dibatasi pada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi atau diperluas 
dengan konteks ekonomi dan seksual yang bisa dari berbagi aspek. Terutama 
pada eksploitasi seksual untuk ada rumusan delik yang jelas agar tidak 
disamakan dengan tindak kekerasn seksual. Pasal 76 B situasi perlakuan salah 
dan penelantaran pada anak tidak dirumuskan unsur deliknya secara rinci. 
Sementara itu di Malaysia rumusan delik sudah jelas dan spesifik, seperti 
tindak kekerasan fisik pada Seksyen 17 (2) (a) dijelaskam berkaitan 
tindakannya beserta akibat dari kekerasan fisik. Hal ini juga sama pada 
Seksyen 17 (2) (b) dan Seksyen 17 (2) (c).  
Keempat, pada Pasal 76A pada tindakan diskriminasi dan Pasal 76I 
pada tindakan eksploitas seksual dan ekonomi termasuk dalam delik yang 





tindakan kekerasan terhadap anak yaitu kekerasa fisik, psikis, dan seksual 
tergolong pada delik kejahatan karena memang berdasarkan kualitas atau sifat-
sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, menimbulkan akibat yang berat. 
Termasuk dalam delik aduan relatif karena anak dalam perkembangannya 
yang belum sempurna artinya belum mampu untuk bertindak dan mengambil 
keputusan. Pada Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76E, dan Pasal 76I termasuk 
dalam delik Commissionis dengan perbuatan “penelantaran” dan 
“membiarkan”. 
Kelima, rumusan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia dan di 
Malaysia, secara teoritis maupun penyesuaiannya dengan ratifikasi Konvensi 
Hak Anak masih belum sesuai, seperti pengklasifikasian bentuk-bentuk tindak 
kekerasan terhadap anak pada kekerasan fisik, kekrasan psikis, kekerasan 
seksual dan kekerasan seksual. Tidak dijelaskan unsur-unsurnya dalam satu 
kesatuan pasal. 
3.2  Ketentuan pidana kekerasan terhadap anak antara Indonesia dan 
Malaysia. 
Rumusan pidana tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia pada Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak Pasal 77, Pasal 
77B, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88. Sementara itu di Malaysia 
dirumuskan di Akta Kanak-Kanak  2001 Malaysia  seksyen 29. (1) dan (2), 
seksyen 31. (1), (2), (3), (4), (5). 
 Dari rumusan pidana tindak kekerasan terhadap anak antara Indonesia 
(UU No. 35 Tahun 2014 ) dan Malaysia (Akta Kanak-Kanak 2001)  dapat 
dirumuskan beberapa hal penting untuk perbandingan ini yaitu; 
 Pertama, pada Akta Kanak-Kanak 2001 rumusan unsur-unsur tindak 
pidana dijelasakan secara spesifik dan jelas namun rumusan pidana tidak 
dirumuskan dengan jelas, dikarenakan tidak dihubungkannya antara pasal 
tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya, dan tidak adanya perbedaan 
sanksi pidana pada bentuk tindak kekerasan terhadap anak; kekerasan fisik, 
kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Padahal seharusnya ada penyesuaian 





35 Tahun 2014, yang dalam perumusan tindak pidana belum spesifik dan jelas 
namun dalam perumusan sanksi pidananya, setiap tindak pidana dirumuskan 
bobot kualitas ancaman pidananya.  
 Kedua, beratnya sanksi pidana, UU No. 35 Tahun 2014 untuk denda 
paling rendah Rp. 72.000.000,00 dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00, pada 
pidana penjara paling rendah 3 tahu 6 bulan dan paling lama 15 tahun. 
Sementara itu di Malaysia pidana denda 20.000 ringgit atau sekitar Rp. 
70.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 10 tahun, dibandingkan pidana 
pada UU No. 35 Tahun 2014, rumusan pidana pada Akta Kanak-Kanak 2001 
memang terbilang ringan, dan ini menajadi permasalahan pada peraturan 
perundang-undangan di Malaysia karena penjatuhan pidana yang ringan dan 
tidak sesuai dengan tindak pidana kekerasan pada anak yang telah 
dirumuskan, sehingga di Malaysia pada bulan April 2017 telah disahkan UU 
Pelanggaran seksual yaitu Sexual Offences Against Children Bill 2017, 
sehingga pelanggaran seksual terhadap anak tunduk pada ketentuan ini. Yang 
dimaksud pelanggaran seksual disini adalah memasukkan benda lain (selain 
penis) ke vagina. 
 Ketiga, aspek pelaku pada UU No. 35 Tahun 2014 dibagi menajadi 
yaitu orang pada umumnya dan Orang Tua (bapak dan ibu), Wali, pengasuh 
Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Pada Akta Kanak –Kanak 2001 
yaitu orang pada umumnya dan orang tua (bapak dan ibu) dan pengasuh. 
 Keempat, sistem pidana, pada UU No. 35 Tahun 2014 menganut dua 
sistem yaitu minimum khusus dan maksimum khusus, hal ini disesuaikan 
dengan beratnya setiap rumusan delik tindak kekerasan terhadap anak. Pada 
Akta Kanak-Kanak 2001 menerapkan sistem maksimum khusus dengan stelsel 
alternatif. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  






Pertama, Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal 
pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-
Kanak 2001 (Akta 611). Berdasarkan sejarah tahun terbentuknya pengaturan 
tentang tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa Negara Malaysia 
sudah mengatur tentang perlindungan anak sejak tahun 1947 sedangkan 
Indonesia sejak tahun 1979. Namun jika dilihat dari proses ratifikasi Konvensi 
Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990 sedangkan 
Malaysia pada tahun 1994. Dilihat dari badan khusus yang menangani 
permasalahn tentang anak, di Malaysia hal tersebut menjadi tugas dari 
Departement Kesejahteraan Sosial artinya tidak ada badan khusus anak. 
Sementara itu di Indonesia megenai badan khusus tersebut sudah terbentuk 
yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 
Kedua, pada rumusan pengertian anak di Malaysia dan Indonesia 
dirumuskan berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu seseorang 
dikatakan anak bila belum mencapai umur 18 tahun. Dimana di Indonesia 
yang di dalam kandungan juga disebut anak.  
Ketiga, bentuk tindak kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, 
kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial merupakan bentuk 
kekerasan yang rumuskan oleh negara Malaysia dan negara Indonesia. Namun 
di Malaysia lebih terperinci rumusan deliknya dan adanya penyesuaian dari 
ratifikasi Konvensi Hak Anak, sedangkan di Indonesia masih dirumuskan 
secara arti luas sehingga tidak merumuskan deliknya secara rinci. Dengan 
rumusan aspek pelaku di Indonesia “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup 
keluarga dan bukan keluarga dan korporasi, sementara itu di Malaysia hanya 
berpusat pada orang-orang yang berada pada ruang lingkup rumah tangga dan 
untuk kekerasan seksual diatur lebih jauh dalam Akta 792 Kesalahan-
Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017 dengan rumusan delik dan ruang 
lingkup pelaku yang lebih spesifik dan luas. 
Keempat, ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap anak di Malaysia 





rumusan pidana/sanksi belum adanya penyesuaian antara kualifikasi yuridis 
dengan konsekuensinya, dengan menerapkan sistem maksimum khusus pidana 
yang dirumuskan masih terbilang ringan. Sementara itu di Indonesia dengan 
menerapkan sistem pemidanaan minimum khusus dalam perumusan 
pidana/sanksi, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman 
pidananya. Namun Indonesia dan Malaysia tidak merumuskan pidana dalam 
satu kesatuan pasal dengan rumusan tindak pidananya. 
4.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai 
berikut: 
Pertama, bagi Pemerintah baik itu Dewan Rakyat yang ada di Malaysia 
dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia, mengenai Konvensi 
Hak Anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dan negara Malaysia, 
berdasarkan itu maka dalam merumuskan bentuk-bentuk tindak kekerasan 
terhadap anak untuk melakukan penyesuaian substansi/materi dengan yang 
ada di Konvensi Hak Anak.  
Kedua, bagi Pemerintah Malaysia mengenai badan khusus yang 
menangani permasalah tentang anak untuk negara Malaysia tidak menjadi satu 
kestuan tugas dari Departement Kesejahteraan Sosial, maka negara Malaysia 
untuk membentuk badan khusus untuk anak agar segala permasalahan tentang 
anak dapat diawasi dan ditangani secara fokus. 
Ketiga, bagi Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum 
tehadap kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak sudah menjadi tugas 
semua aparat penegak hukum tentunya hal ini berhubungan dengan  
pengaturan undang-undang yang menjadi dasar bahwa suatu perbuatan 
merupakan tindak pidana atau tidak, untuk itu mengenai bentuk tindak 
kekerasan terhadap anak di negara Indonesia agar merumuskan deliknya 
secara spesifik. Dengan demikian aparat penegak hukum dapat menegakkan 
kebenaran dan keadilan secara jelas dan tegas dan tidak multitafsir ataupun 





Keempat, bagi Pemerintah di negara Indonesia dan negara Malaysia untuk 
penyusunan pasal-pasal tindak kekerasan terhadap anak baik itu di Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ataupun dalam 
Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), untuk menggunakan sistem penyusunan 
Singgle Attrack, artinya rumusan tindak kekerasan dan rumusan pidananya 
dinyatakan dalam satu kesatuan pasal agar adanya penyesuaian antara 
kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya. 
Kelima, bagi setiap elemen masyarakat dalam mewujudkan apa yang 
menjadi tujuan Hari Anak Sedunia yaitu mempromosikan 
kebersamaan sebagai masyarakat internasional terhadap 
perlindungan anak, meningkatkan kesadaran di kalangan anak -anak 
di seluruh dunia dan meningkatkan kesejahteraan anak. Maka hal 
tersebut sudah menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat, 
dimana perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dapat dimulai 
dengan memenuhi hak-hak anak yaitu pemenuhan pendidikan, 
kesehatan, hiburan dan tentunya lingkungan yang positif bagi 
tumbuh kembang anak.  
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